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Sumber Data :

Cara Menghitung :

Membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang pemberdayaan 
masyarakat dan desa

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

Pelaksanaan pengoordinasian dengan instansi terkait penyusunan program, pembinaan dan bimbingan teknis bidang 
pemberdayaan masyarakat dan desa;

Pelaksanaan program dan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

Perumusan dan penetapan pedoman, regulasi, standart, prosedur dan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
Penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dan desa;

Definisi operasional meningkatkan keberdayaan masyarakat dan desa dengan indikator persentase desa maju menggunakan Indeks 
Desa Membangun (IDM) dapat dijelaskan sebagai berikut:

Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat dan Desa:
Definisi: Proses pemberdayaan masyarakat dan desa untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola sumber daya, 
membuat keputusan, dan menjalankan kegiatan pembangunan yang berkelanjutan.
Tujuan: Menguatkan kemampuan masyarakat dan institusi desa sehingga mereka mampu mandiri, mengurangi kemiskinan, dan 
meningkatkan kualitas hidup

Indikator Persentase Desa Maju Menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM) :
Definisi Indeks Desa Membangun (IDM): Alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat kemajuan dan kemandirian desa 
berdasarkan beberapa dimensi, yaitu ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi.
Komponen IDM: IDM terdiri dari indikator-indikator seperti akses terhadap pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, layanan 
kesehatan, pendidikan, ekonomi, lingkungan, dan partisipasi masyarakat.

Desa Maju: Desa yang memenuhi sejumlah kriteria tertentu yang menunjukkan tingkat kemandirian dan keberdayaan yang baik 
berdasarkan IDM.
Persentase Desa Maju: Proporsi dari total desa yang telah mencapai kategori "maju" menurut penilaian IDM. Dihitung dengan 
membandingkan jumlah desa yang masuk kategori maju dengan total desa yang ada, kemudian dikali 100%.
Pelaporan dan Analisis:
Melaporkan hasil persentase desa maju dan melakukan analisis untuk merancang kebijakan atau program lebih lanjut guna 
meningkatkan keberdayaan desa lainnya
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1. Meningkatkan  Keberdayaan Masyarakat dan  Desa

Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi

Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pemberdayan Usaha dan Ekonomi dan Kerjasama Desa, Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Ketahanan Masyarakat Desa

Bidang Pemerintahan Desa

Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi  :

Definisi operasional Mengembangkan Kelembagaan Ekonomi Desa dengan indikator persentase 
BUMDes/BUMDesa Bersama yang memberikan kontribusi pada PADes adalah sebagi berikut :

Persentase BUMDES /BUMDESMA yang memberikan kontribusi pada PADes

Indikator Persentase BUMDES /BUMDESMA yang memberikan kontribusi pada PADes

Bidang Pemberdayan Usaha Ekonomi dan Kerjasama Desa

Pengukuran Persentase Desa Maju:

Tujuan : Meningkatkan kemandirian ekonomi desa, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan desa melalui aktivitas ekonomi yang 
dikelola secara profesional dan berkelanjutan

Pengertian : Proses memperkuat dan meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan efisiensi lembaga 
ekonomi di desa.

Monitoring dan Evaluasi
Pemberian Akses Modal
Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas

Evaluasi Kinerja : Menilai kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) / BUMDesa Bersama yang 
ada, termasuk kapasitas manajemen, SDM, dan kontribusi Finansial.

Identifikasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) / BUMDesa Bersama

Definisi : Persentase BUMDES /BUMDESMA yang yang aktif memberikan kontribusi finansial yang 
dapat dihitung atau diukur ke dalam PADes dalam periode tertentu

Ʃ Desa Maju
% Desa Maju =                           x 100%

Ʃ Desa

Ʃ BUMDES + BUMDESMA berkontribusi PADes

Ʃ BUMDes + BUMDESMA

x 100%
% BUMDES/BUMDESMA 
berkontribusi pada PADes =
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a Tata Kelola: Adanya struktur organisasi yang jelas, transparansi dalam pengambilan keputusan, 
serta akuntabilitas.

b Sumber Daya Manusia: Adanya pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi anggota lembaga, serta 
tingkat partisipasi anggota dalam kegiatan lembaga

c Keberlanjutan Program: Program-program yang dijalankan oleh lembaga memiliki keberlanjutan 
dan dampak positif bagi masyarakat desa.

d Partisipasi Masyarakat: Tingkat partisipasi aktif dari masyarakat dalam kegiatan yang 
diselenggarakan oleh lembaga.

e Pencapaian Tujuan: Kemampuan lembaga dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sesuai 
dengan rencana kerja dan program yang dijalankan.
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Sumber Data :

Penanggungjawab Kinerja

Penanggungjawab Data 
hasil Penilaian/ 
Perhitungan

Bidang Pemberdayan Usaha Ekonomi dan Kerjasama Desa

Bidang Pemberdayan Usaha Ekonomi dan Kerjasama Desa

Penanggungjawab Data 
hasil Penilaian/ 
Perhitungan

Bidang Pemerintahan Desa

Meningkatkan Kapasitas Lembaga Masyarakat Desa

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

Persentase Penyelengaraan Pemerintah Desa yang baik
Definisi operasional meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dapat diuraikan 
sebagai berikut:

Persentase penyelenggaraan pemerintah desa yang baik, yang diukur melalui beberapa sub-indikator 
berikut:

Definisi Operasional:

Indikator:

Partisipasi: Tingkat keterlibatan masyarakat desa dalam proses pengambilan keputusan, 
perencanaan, dan pelaksanaan program desa.

Akuntabilitas: Tanggung jawab pemerintah desa dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan 
hasil kerja serta pengelolaan anggaran desa.

Transparansi: Proses penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka dan informasi publik yang 
mudah diakses oleh masyarakat desa.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa adalah suatu kondisi di mana fungsi-
fungsi pemerintahan di tingkat desa dilaksanakan dengan lebih efektif, efisien, transparan, 
akuntabel, dan partisipatif. 

Proporsi lembaga masyarakat desa yang memenuhi kriteria tertentu mengenai kualitas yang telah 
ditetapkan. Kriteria kualitas tersebut dapat meliputi aspek-aspek seperti:

Persentase lembaga masyarakat desa yang berkualitas:

Proses yang melibatkan upaya sistematis untuk memperkuat kemampuan dan sumber daya 
lembaga masyarakat di desa agar lebih efektif dalam menjalankan fungsinya, baik dalam hal tata 
kelola, pemberdayaan masyarakat, maupun penyediaan layanan kepada warga desa.

Meningkatkan kapasitas lembaga masyarakat desa:

Indikator

Persentase Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang Baik, Dihitung sebagai persentase jumlah desa 
yang memenuhi kriteria "baik" pada semua sub-indikator di atas dari total jumlah desa yang 
dievaluasi.

Analisis data keuangan dan penggunaan anggaran desa
Evaluasi tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan desa
Observasi langsung terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan desa.
Penilaian dokumen dan laporan kinerja pemerintah desa.

Efisiensi: Optimalisasi penggunaan sumber daya (anggaran, tenaga kerja, waktu) dalam 
penyelenggaraan pemerintahan desa untuk mencapai hasil yang maksimal.

Efektivitas: Keberhasilan pemerintah desa dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah 
ditetapkan, serta penyelesaian program atau proyek sesuai dengan waktu dan sumber daya yang 
tersedia.

Bidang Pemerintahan Desa

Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Ketahanan Masyarakat

Metode Pengukuran

Wawancara: Melakukan wawancara dengan anggota lembaga, pemimpin masyarakat, dan pihak 
terkait lainnya untuk mendapatkan gambaran mendalam mengenai kualitas lembaga.

Dokumentasi: Menganalisis dokumen-dokumen resmi lembaga seperti laporan keuangan, rencana 
kerja, dan catatan aktivitas.

Observasi: Melakukan observasi langsung terhadap kegiatan lembaga untuk menilai kualitas 
pelaksanaan program dan partisipasi masyarakat.

Survei dan Kuesioner: Menggunakan instrumen survei untuk mengumpulkan data mengenai 
kinerja dan kualitas lembaga dari para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat desa.

Persentase Lembaga Masyarakat Desa yang berkualitas
Definisi operasional untuk "meningkatkan kapasitas lembaga masyarakat desa" dengan indikator 
"persentase lembaga masyarakat desa yang berkualitas" dapat dijabarkan sebagai berikut:

Definisi Operasional

Penanggungjawab Kinerja Bidang Pemerintahan Desa

Ʃ Desa yang melaksanakan Tata Kelola dengan baik

Ʃ Desa x 100%

% Penyelengaraan 
Pemerintah Desa yang 
baik

= x 100%



Cara Menghitung :

:

:
Penanggungjawab Data 
hasil Penilaian/ 
Perhitungan

Penanggungjawab Kinerja

Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Ketahanan Masyarakat

Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Ketahanan Masyarakat

Ʃ LMD yang Memenuhi Kriteria Kualitas

Ʃ LMD
x 100%% LMD yang Berkualitas =


